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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONES A
NOMOR 43 TAHUN 1981
TENTANG
PEMBENTUKAN KOTA ADMINISTRATIF DEPOK

PRESIDEN REPUBLIK INDONES A,

: a. bahwa berhubung dengan perkembangan dan kemaguan yang pesat

dalam Wilayah Propins Daerah Tingkat | Jawa Barat pada umumnya
dan khususnya Wilayah Kecamatan Depok, sebagian Wilayah
Kecamatan Cimanggis, serta sebagian Wilayah Kecamatan Cibinong
dipandang perlu untuk mengatur penyelenggaraan Pemerintahan
Wilayah secara khusus guna menjamin terpenuhinya tuntutan
perkembangan dan kemagjuan dimaksud sesuai dengan aspirasi
masyarakat di Wilayah Kecamatan Depok, di Wilayah Kecamatan
Cimanggisdan di Wilayah Kecamatan Cibinong;

b. bahwa perkembangan dan kemajuan Wilayah Kecamatan Depok,
sebagai Wilayah Kecamatan Cimanggis, dan sebagian Wilayah
Kecamatan Cibinong telah menunjukkan ciri dan sfat penghidupan
perkotaan yang memerlukan pembinaan serta pengaturan
penyd enggaraan pemerintahan secarakhusus;

C. bahwa berdasarkan ketentuan sebagamana dimaksud dalam Pasd 72 aya
(4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Pemerintahan Di Daerah, pembentukan Kota Administratif Depok
perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

: 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Proping
Jawa Barat;

3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten Ddam Lingkungan Propins JawaBard;

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBENTUKAN KOTA

ADMINISTRATIF DEPOK.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Ddam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam
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Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Pemerintahan Di Dagrah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

b. Wilayah Adminidratif adaah wilayah sshagaimana dimaksud ddam Pasal
72 ayat (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor
39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

Cc. Wilayah Kecamatan Depok, Wilayah Kecamatan Cimanggis dan
Wilayah Kecamaan Cibinong adalah Wilayah sebagaimana
dimaksud ddam daftar lampiran Staatsblad Tahun 1935 Nomor 123,
sebagamana tdah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13
Tahun 1981 (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 17).

BAB II
TUJUAN PEMBENTUKAN

Pasal 2
Tujuan Pembentukan Kota Administratif Depok adalah untuk
meningkatkan kegiatan penyd enggaraan pemerintahan secara berhasiigunadan
berdayaguna dan merupakan sarana utama bagi pembinaan wilayah, sarta
merupakan unsur pendorong yang kuat bagi ussha peningkatan lgu
pembangunan.

BAB IlI
KEDUDUKAN, FUNGS, WILAY AH SERTA PEMBAGIANNYA

Pasal 3

(1) Pemerintah Kota Adminigtratif Depok bertanggungjawab kepada
Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat 11 Bogor.

(2) lbukota Kabupaten Daerah Tingkat |l Bogor tetap berkedudukan di
Bogor.

(3) Ddam rangka memperlancar pengembangan Wilayah Kota
Adminigratif Depok, maka apabila dianggap perlu Gubernur Kepda
Daerah Tingkat | Jawa Barat dapat menyelenggarakan pembinaan
secaralangsung terhadap Kota Adminisratif Depok.

Pasal 4

Pemerintah Kota Adminigratif Depok menyelenggarakan fungs-fungs

sebagai berikut :

a Meningkakan dan menyesuaikan penyelenggaraan pemerintahan
dengan perkembangan kehidupan politik, ekonomi, sosa, dan
budaya perkotaan,;

b. Membina dan mengarahkan pembangunan sesuai  dengan
perkembangan sosal ekonomi sertafisk perkotaan;

C. Mendukung dan merangsang secara timbd balik perkembangan
Wilayah Proping Daerah Tingkat | Jawa Barat pada umumnya dan
Wilayah Kabupaten Daerah Tingket 11 Bogor pada khususnya
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